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BUPATI BANYUMAS 

PROVINSI JAWA TENGAH 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS 

NOMOR  13   TAHUN  2017 
 

TENTANG 
 

 ANGGARAN PENDAPATAN  DAN  BELANJA DAERAH 
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2018 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI BANYUMAS, 

 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 315 ayat (5) 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah  sebagaimana telah beberapa 

kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah, dalam hal Gubernur sebagai wakil 

Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi 

rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD dan 

rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran 

APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, 

RKPD, KUA dan PPAS, serta RPJMD, Bupati 

menetapkan rancangan dimaksud menjadi Perda dan 

Peraturan Bupati ; 

b. bahwa rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 

Anggaran 2017 telah sesuai dengan Keputusan 

Gubernur Jawa Tengah Nomor : 910/243/2017 

tanggal 27 Desember 2017 tentang Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2018 dan 

Rancangan Peraturan Bupati Banyumas tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2018; 

SALINAN 
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c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b,  perlu 

ditetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Banyumas Tahun Anggaran 2018; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;  

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme  (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4421); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
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9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5049); 

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor  4502), sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 

23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 20012 Nomor 171, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor  5340); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4574); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4575); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor  4576), sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 

Tahun 20105 tentang Sistem Informasi Keuangan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor  5155); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor  4578); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar 

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4585); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor  4593); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor  4614); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor  5165); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  5219); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 
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Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor  5272); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor  5887); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 

Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor  6057); 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 

Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas 

Tahun 2009 Nomor 3 Seri E); 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 

Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005 - 

2025  (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas 

Tahun 2009 Nomor 4 Seri E); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran 

Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 

Seri D); 

  Dengan Persetujuan Bersama  

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN 

BANYUMAS 

dan 

BUPATI  BANYUMAS 

  
MEMUTUSKAN : 

Menetapkan  : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN  

PENDAPATAN  DAN  BELANJA  DAERAH  KABUPATEN 

BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2018. 

 

 

Pasal 1 

 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagai 

berikut : 

1. Pendapatan Daerah    Rp. 3.257.004.283.785,00 

2. Belanja Daerah     Rp. 3.472.253.363.785,00 
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 Defisit                                   Rp.215.249.080.000,00 

3. Pembiayaan Daerah 

a. Penerimaan      Rp.    254.000.000.000,00 

b. Pengeluaran     Rp.      38.750.920.000,00 

Pembiayaan netto                                            

Rp.215.249.080.000,00 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan Rp.                         

0,00 

 

Pasal 2 

 

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari : 

a.  Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp.586.340.721.110,00 

b.  Dana Perimbangan sejumlah Rp.1.917.837.364.000,00 

c.  Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah 

Rp.752.826.198.675,00 

 

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

terdiri dari jenis pendapatan : 

a.  Pendapatan Pajak Daerah sejumlah Rp.173.350.000.000,00 

b.  Hasil Retribusi Daerah sejumlah Rp.28.265.695.859,00 

c.  Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah        

Rp.12.467.836.264,00 

d.  Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sejumlah  

Rp.372.257.188.987,00 

 

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf  b 

terdiri dari jenis pendapatan : 

a.  Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak  sejumlah 

Rp.53.757.057.000,00 

b.  Dana Alokasi Umum sejumlah Rp.1.373.971.809.000,00 

c.  Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp.490.108.498.000,00 

 

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan : 

a.  Pendapatan Hibah sejumlah Rp.171.984.400.000,00 

b.  Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 

sejumlah Rp.204.659.190.675,00 

c.  Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah 

Rp.332.795.418.000,00 

d.  Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 

sejumlah Rp.43.387.190.000,00 

 

Pasal 3 

 

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari : 

a.  Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp.2.056.960.883.904,00 



 

 7 

b.  Belanja Langsung sejumlah Rp.1.415.292.479.881,00 

 

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

terdiri dari jenis belanja : 

a.  Belanja Pegawai sejumlah Rp.1.369.938.013.249,00 

b.  Belanja Hibah sejumlah Rp.69.048.913.500,00 

c.  Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp.16.509.050.000,00 

d.  Dana Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah 

Desa sejumlah Rp.20.161.569.586,00 

e.  Belanja Bantuan Keuangan sejumlah Rp.577.303.337.569,00 

f.  Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp.4.000.000.000,00 

 

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) 

terdiri dari jenis belanja : 

a.  Belanja Pegawai sejumlah Rp.29.139.250.000,00 

b.  Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp.849.967.395.130,00 

c.  Belanja Modal sejumlah Rp.536.185.834.751,00 

 

Pasal 4 

 

(1) Pembiayaan Daerah  sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari: 

a.  Penerimaan  Pembiayaan  Daerah sejumlah Rp.254.000.000.000,00 

b.  Pengeluaran Pembiayaan  Daerah sejumlah Rp.38.750.920.000,00 

 

(2) Penerimaan Pembiayaan  Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 

huruf (a) terdiri dari jenis pembiayaan : 

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya 

sejumlah Rp.254.000.000.000,00 

 

(3) Pengeluaran Pembiayaan  Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b terdiri dari jenis pembiayaan : 

a.  Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah  Daerah sejumlah 

Rp.36.250.920.000,00 

b.  Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp.2.500.000.000,00  

 

Pasal 5 

 

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, 
terdiri dari : 

1. Lampiran I Ringkasan APBD; 

2. Lampiran II  Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah   
dan 

Organisasi SKPD; 

3. La`mpiran III  Rincian   APBD   menurut    Urusan    Pemerintahan   
Daerah, 

Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 

4. Lampiran IV  Rekapitulasi     Belanja     menurut     Urusan    
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Pemerintahan 
Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan; 

5. Lampiran V  Rekapitulasi    Belanja    Daerah    untuk    Keselarasan    
dan 

Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi 
Dalam 

Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; 

6. Lampiran VI  Daftar  Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; 

7. Lampiran VII  Daftar Piutang Daerah; 

8. Lampiran VIII  Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; 

9. Lampiran IX  Daftar    Perkiraan    Penambahan   dan    Pengurangan    
Aset 

Tetap Daerah; 

10. Lampiran X  Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset 
Lainnya; 

11. Lampiran XI  Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran  Sebelumnya   
yang 

Belum  Diselesaikan dan Dianggarkan  Kembali  dalam 
Tahun 

Anggaran ini; 

12. Lampiran XII  Daftar Dana Cadangan Daerah; 

13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah. 

 

Pasal 6 

 
Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional 

pelaksanaan. 

Pasal  7 

 

(1) Dalam keadaan darurat dan keperluan mendesak, Pemerintah Daerah 

dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang 

selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD dan/atau 

disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). 

 

(2) Dalam hal keadaan darurat dan keperluan mendesak terjadi setelah 

ditetapkannya perubahan APBD,  pemerintah daerah dapat melakukan 

pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan pengeluaran 

tersebut disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).  

 

(3) Keadaan darurat dan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut : 

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah daerah 

dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya; 

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang; 

c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; 

d. memiliki dampak  yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka 

pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat. 
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Pasal 8 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 

Kabupaten Banyumas. 

 

 Ditetapkan di Purwokerto 

pada tanggal 29 Desember 2017 

BUPATI BANYUMAS, 

 

ttd 

 

ACHMAD HUSEIN 
 

Diundangkan di Purwokerto 
pada tanggal 29 Desember 2017 
 
SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BANYUMAS 
 
               ttd 

 
WAHYU BUDI SAPTONO 
 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2017 
NOMOR 3 SERI A 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SEKRETARIAT 

DAERAH KABUPATEN BANYUMAS 
 
 

FATCHURROCHMAN, S.H. 
Pembina Tk. 1 

NIP. 196403221993091001 
 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS, PROVINSI JAWA 
TENGAH : (13/2017) 

 


